PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERA%URAN BUPATI TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu dilakukan penyempurnaan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal; '

. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan

dan peraturan teknis yang lebih rinci dalam pedoman
teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,
kewajiban, eckuitas, penyesuaian dan koreksi serta
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupten Tegal, perlu dilakukan penyempurnaan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tegal tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor
17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Tegal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawqb
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3321;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);
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20.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitasi Barang
Milik/Kekayaan Negara dalam Sistemm Akuntansi
Pemerintah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor
2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 17);



Menetapkan

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten
Tegal {Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor
9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 33};

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2012 Nomor 20,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat
dan Lembaga Teknis Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012
Nomor 21,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 18 TAHUN 20014

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014, Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pilihan
prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,
penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

heraca,

laporan operasional,

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

RO A0 T

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan
dokumen anggaran.
(2) Dihapus.
(3} Dihapus.



5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal
8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tahun
anggaran 2015

6. Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga Lampiran 1 berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Desember 20

@NT US SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal Desember 2014
SEKRET DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 60 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

L SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan
konsolidasian pemerintah daerah. Sistem Akuntansi PPKD dijabarkan sebagai
berikut:

Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA PPKD;

Akuntansi Beban dan Belanja PPKD

Akuntansi Transfer PPKD

. Akuntansi Pembiayaan PPKD

Akuntansi Piutang PPKD

Akuntansi Investasi PPKD

Akuntansi Kewajiban PPKD

. Koreksi dan Penyesuaian PPKD

- I omHOOW P

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

&

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

K. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara

berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan

pertimbangan biaya dan manfaat dengan kondisi:

1. Nilai anggaran pada laporan realisasi anggaran diperoleh dari dokumen
anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu  tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas

maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu
akun “Perubahan SAL.”



A.AKUNTANSI PENDAPATAN - LO DAN PENDAPATAN - LRA PPKD

Pendapatan yang dikelola PPKD provinsi/kabupaten/kota adalah
pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-lain

Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD

antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD,
dan PPKD selaku BUD.
a. Fungsi Akuntansi PPKD
Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,
memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan
Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan
valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
b. Bendahara Penerimaan PPKD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke
dalam buku penerimaan PPKD.
2) membuat SPJ Penerimaan.
c. PPKD Selaku BUD
1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya .
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi PPKD.
c¢. Pihak ketiga lainnya
Selain pihak—pihék tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan
dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah
- Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau

pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait
a. DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi dan Kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun).
b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).



c¢. Dana Bagi Hasil:

Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan
(yang diterbitkan tiap tahunj.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas,
Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana

Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

d. Dana Otonomi Khusus : Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi

Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun).
(Khusus Daerah Otsus)

e. Dana Penyesuaian:

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan
Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap
tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar
Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank
Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah
(vang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah,

antara lain:

a. Dana Hibah:

Naskah Perjanjian Hibah Daecrah (antara pemerintah daerah dengan
pemerintah  pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain
pemerintah).

Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari
hibah luar negeri).

Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan



- pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat
Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan
SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening
koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D
yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap
sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan
Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.

- Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana

Darurat

c. Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-
lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas

Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah

provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ini antara lain:

a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan
alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan
tiap tahun);

b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur
tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang
diterbitkan tiap tahunj;

¢. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kota

. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA}; dan
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO
diakui sebelum penerimaan kas.
Uraian mengenai pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD

sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas
{Pendapatan-LRA)



- Saat surat penetapan/dokumen  peraturan  perundang-
undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum
dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.

- Saat Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga
lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, maka
Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut
dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk
pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.

- Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada
saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah maka Fungsi

Akuntansi PPKD menjurnail:

Kas di Kas Daerah ......c..cooevenneennnns XXX

Pendapatan Transfer -LO/Lain Pendapatan yg Sah- XXX
LO...

Perubahan SAL ............ciiiinns XXX

Pendapatan Transfer—-LRA/Lain Pendapatan yg Sah- XXX
LRA..

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO
diakui sebelum Penerimaan Kas

1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen
penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.
Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-1LO dan
Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat
penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti
penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui
walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD
melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang

belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Pilutang.....ccovvviceieeeeieeerc e eeeeeaas XXX




Jurnal penyesuaian pada awal tahun pada saat pembayaran atas
dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO
nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan

pendapatan-LO:

B.AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA PPKD

Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat,
dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan),

dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan
belanja PPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta

sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi
termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas
setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban
yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana
untuk membayar beban yang terjadi.

c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran
atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:



1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan
belanja kedalam buku kas umum PPKD.
2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban,

Belanja, dan Transfer pada PPKD antara lain:

a.

b
C.
d

o

Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang

. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan

. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik

Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota

Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa

Surat Tagihan dari pihak ketiga

SP2D

3. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD adalah :

a.

b.

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai

berikut:

- Melalui Bendahara Pengeluaran
Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat
pertanggungungjawaban (SPJ] dan belanja dicatat pada saat
pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya
dibawah 5 juta.

- Melalui Kas daerah (LS)
Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan
pada saat terbitnya SP2D-LS.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi

pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas



Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai
berikut:
a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara

Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Hibah/BansoS.....co.coccciviviiniiiveceiaennenna. XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran..........cccocevecenennenis XXX

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos.........c.ccoceoiiiiiieninns. XXX
Perubahan SAL......cc.covvivmmiiiiiiiiiniie e XXX

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)
Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui

mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan

Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen
penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan

pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:




Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuain

atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

C.AKUNTANSI TRANSFER PPKD

1. Pihak Terkait

~a. PPKD selaku Pengguna Anggaran
Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan
persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah
mendapatkan verifikasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
PPKD.

b. BUD/Kuasa BUD
Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:
a. menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan
proses pelaksanaan transfer;
b. memberikan dokumen tembusan kepada PPK PPKD sebagai dasar
pencatatan transaksi keuangan;
c. membukukan dalam pembukuan bendahara terkait dengan tata

usaha keuangan.

c. PPK PPD '

Dalam kegiatan ini, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menerima tembusan dokumen transaksi dari BUD/Kuasa BUD;

b. Membuat dokumen akuntansi atas transaksi transfer berdasarkan
tembusan dokumen sumber yang diberikan oleh BUD/Kuasa
BUD;

c. Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan dokumen
akuntansi;

d. Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-
masing;

e. Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan

Keuangan.



2. Dokumen yang Terkait

o e

oo oA o

Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer
Bukti Memorial

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nota Perjanjian Transfer

Nota Debit Bank

Dokumen Transfer Lainnya

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atas pengeluaran transfer;,

b. BUD menyiapkan dokumen terkait untuk melakukan pembayaran atas
transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan transfer
kepada PPK PPKD;

c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan dokumen
tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada PPK PPKD;

d. PPK PPKD membuat dokumen akuntansi berdasarkan dokumen
sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa tembusan;

e. PPK PPKD melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan
dokumen akuntansi;

f. PPK PPKD melakukan posting ke Buku Besar;

g. PPK PPKD menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, PPK PPKD

membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK PPKD
melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer”
di debit dan “Utang Beban Transfer” di kredit.

Beban Transfer XXX

Utang Beban Transfer XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran

beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
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hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK PPKD akan

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang

beban transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas di

Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Transfer XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK PPKD juga mencatat belanja

dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Transfer” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Transfer XXX

Perubahan SAL XXX

D.AKUNTANSI PEMBIAYAAN PPKD

1. Pihak Terkait

a.
b.

C.

PPK PPKD
PPKD
BUD /Kuasa BUD

2. Dokumen yang Terkait

o a0 o op

Dokumen Penerimaan pembayaran utang
Dokumen penjualan investasi

Bukti penerimaan pinjaman dari Bank
Dokumen penerimaan kembali dana bergulir
Bukti Memorial

3. Sistem dan prosedur akuntansi

a.

Penerimaan Pembiayaan
Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan
akuntansi yang tidak berdiri sendiri Akuntansi penerimaan
pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya
khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan
kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal
komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi,
transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.
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PPK PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank atau lembaga
keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban
Jangka Panjang” di kredit.

Kas di Kas Daerah XXX

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Berdasarkan transaksi di atas, PPK PPKD akan mencatat jurnal
“Peritbahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

Perubahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurmal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan
investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang

sejenis.

PPK PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau
lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang” di debit
dan “Kas di Kas Daerah” di kredit

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Kas di Kas Daerah XX

PPK PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah

diotorisasi PPKD dengan jurnal “Penerimaan Pembiayaan” di debit dan
“Perubahan SAL” di kredit.

Pengeluaran Pembiayaan XXX
Perubahan SAL XXX
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E.AKUNTANSI PIUTANG PPKD

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang
di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan
melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih
adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang

mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang
1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat

Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas

scbagai berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti- bukti
transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca.

b. Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO

kedalam Buku Besar masing masing rekening.
2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD:
a. Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan
b. PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan

Hasil Pgjak, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos
Kurang Salur

c. Perpres untuk DAU

Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
e. Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD adalah:
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a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya
Pada akhir tahun, PPK-PPKD melakukan inventarisasi atas dokumen
penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.
Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-PPKD mencatatan
pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
Di awal tahun berikutnya, PPK-PPKD melakukan jurnal balik atas
jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk
menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum

diterima pembayarannya

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui
tahun sebelumnya

b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yvang jatuh tempo
pada periode akuntansi berikutnya
Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD berdasarkan bukti
memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian
Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh
tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan..........coceeeeurvenneens XXX

Tagihan Pinjaman..............cccevvuveeenne. XXX

c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas
piutang (aging schedule).
Berdasarkan buku piutang, PPK-PPKD membuat bukti memorial atas
jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut,
PPK-PPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
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Beban Penyisihan Piutang................oeeeeenees XXX

Penyisihan Piutang.......coeeeeiviennieninnnn XXX

d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang
Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan
dan penghapustagihan piutang, maka PPK-PPKD akan mencatat
penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk
penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke
dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya

disisihkan
Penyisihan Piutang..........c.coveeeniiieiiiinnnnnenan, XXX
Beban Penyisihan Piutang............cccoeoeiivineninns XXX
Plutang. ... XXX

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya
disisihkan

F. AKUNTANSI INVESTASI PPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan
instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam
jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk

investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
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Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi
akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL
(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas

(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan PPKD secbelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD

2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

2. Dokumen yang Terkait
a) SP2D LS
b) Nota Kredit

c) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
a. Perolehan Investasi
1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen kas), Fungsi
akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.
Investasi Jk Pendek

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan
pada buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaan.......c..ccccooevvrvivennnnn.. XXX
Perubahan SAL
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2)

Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan
daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam

buku jurnal.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah............ XXX
Kas di Kas Daerah ....cccovvevviiiiiiiniinnininnann, XXX
Pengeluaran Pembiayaan-PMPD.................... XXX
Perubahan SAL ... cienreiien e XXX

b. Pelepasan Investasi

1)

2)

Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD

membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah....ccceveeeierieiiinereenisnerenns XXX
Pendapatan bunga...LO......cooiiiiiiiiiiiininnnan XXX
Investasi JK Pendekk....ovviiiiiiiiiiiiiiiiriierieveeaas XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-PPKD

membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Perubabian SAL. . .occveeeeeineieeiieeeraririanieneeensasens XXX

Penerimaan Pembiayaan..........c....ccoeecieeeen.. XXX

Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD

membukukan dalam buku jurnal.

Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi

jangka panjang

Kasdi Kas Daerah........coooiiiiiiiiiiiii e XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.............. XXX
Utang Dalam Negeri ObligasSi...occuuveuiviiiiiiiiieeiiiinennnes XXX

Perubahan SAL......c.ccoceiiiiiiiiiiii e XXX
Penerimaan Pembiayaan............c..ccccceeveniinnnnn, XXX

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan

investasi jangka panjang.



Kasdi Kas Daerah. ......ccoociiiviiininiiniciiencinninne. XXX
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO........ XXX
Utang Dalam Negeri Obligasi.......cccovniiiiniinniinn XXX
Perubahan SAL......coviiiiiiicieeeens XXX
Penerimaan Pembiayaan.........ccooeemiivuenininnniannn. XXX

Hasil Investasi
1) Hasil investasi jangka pendek
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi

akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.........cc.ccoiviniiiiininnnnnnn. XXX
Pendapatan bunga......LO....cccceerireiiiinnneennnns. XXX
Perubahan SAL.......ccoiiiiiiii e XXX
Pendapatan bunga....LRA ... ...l XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:
a) Metode Biaya
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD,
Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah.........cccocociiiiiiiiiiinennne. XXX

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda LO..... XXX
Perubahan SAL.......c.ooiiiiiiii e XXX

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA ..XXX

b) Metode Ekuitas
Pembukuaan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian
labaj, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku
jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah...........c.co.euvvennes XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO... XXX
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Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-

PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kasdi Kas Daerah...cc.ooieiiiiiiiiiiiiiiininne XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.................. XXX
Perubahan SAL......c.cciiiiiiiiiiiiiiieeeeans XXX
Bagian laba vang dibagikan kepada Pemda-LRA.. XXX

c¢) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan
Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi

akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam

buku jurnal,
Kasdi Kas Daerah.........ccooiiiiiiiiiiiiee XXX
Pendapatan bunga dana bergulir LO.................... XXX
Perubahan SAL......c.coi e XXX
Pendapatan Bunga dana bergulir..LRA................. XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang
belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan

penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang)

G.AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada
pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara

hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-

undangan.
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1. Pihak yang terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas :
a. BUD

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan
reklasifikasi utang;

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala
SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening {rincian objek); |

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistemmn akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas
menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD.

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap
antara lain adalah:
a. Surat Perjanjian Utang
b. Nota kredit
c. SP2DLS

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan)
serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan Kkewajiban
(pengeluaran pembiayaan).

a. Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi

akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kasdi Kas Daerah.......cccoviiiiiiiiiiiiciceeee vt ee e enee XXX
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Perubahan SAL....cccvvveiiiinneen

Penerimaan Pembiayaan

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang
telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam
buku jurnal.

Bagian lancar Hutang jk. Panjang............ccccceeeeeenenenien. XXX
Kas di Kas Daeral....coveeeeoievreniiiriiiiiniceeasnenceanannanses XXX
Pengeluaran Pembiayaan............ccoooiniinninn, XXX
Perubahan SAL....o ittt e XXX

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang
dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi
akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jK. Panjang.......c.cvveeioriiiimii i cciiesnersesaeanns XXX
Surplus penyelesaian utang.....LO ... XXX
Kas di Kas Daerah.......ccocviriiiiiiiiiiniieiincneneeeas XXX

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan........c..ccoeveiveiiiiiiicciiiiiininnns XXX
Perubahan SAL

Pada saat penyusunan laporan keuangan,
Berdasarkan surat peranjian hutang fungsi akuntansi-PPKD
menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun
kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jangka panjang.......ccccccevereeieiiiircicincnneninennnes XXX

Bagian lancar Hutang jk.Panjang........cccccooveeeeienennnnn... XXX

H.KOREKSI DAN PENYESUAIAN PPKD

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya

kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas

21



menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan

laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode

sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut :

a) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan

sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas,
pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca
yvang terkait.

(1)

(2)

Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal

sebagai berikut:

KasdiKas Daeral ..o eeeeeeeeneennn XXX
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD........... .. XXX

Perubahan SAL . cvvveviiiice it tieenearesesanenenan XXX
SILPA/SIKPA ..ottt ereen s e enenennn XXX

Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok
pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD............ XXX
Kas di Kas Daerah .........cccoeueeviiiiiiceecieiiee e XXX
SILPA/SIKPA. ... evee e XXX
Perubahan SAL.......ccoooeieiiiieriiceeietee e XXX
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(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang
jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal
sebagai berikut:

Perubahnamn SAL . .ue et eieeiaeetranretiareeaneeieasaisrsons XXX
SILPA/SIKPA ...eeivieeeeciveeeeeeraeseeesiesseeseseieesseenesasens XXX

Kas di Kas Dacrall vovveeeveeonieieiiaeaenrisseeneeeensanans XXX
Utang Pemerintah Pusat ... XXX

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang
tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan
dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat........ccoooiiiiiiiiiiiiinicncnenn, XXX
Kas di Kas Daeral ... .c.eiiiieiiiiiiiiiiieirenreennanneeerssens XXX
SILPA/SIKPA .ottt s e XXX
Perubahamn SAL.....coniee it eeeeeereeeeaaeaeanans XXX

b) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun
mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas,
SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar

angsuran utang jangka parnjang.

Kasdi KasDaerah ......cooouivmiiecieiiiieeeiiee e ieereannns XXX

LB L 721 o £ < SR XXX
Perubahan SAL.....oovivveieoie et XXX

SILPA /SiKPA e XXX
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(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran

utang jangka panjang.

[0 4T U PO TP POT PP XXX
Kas di Kas Daerall .ot eereieeneeieeneanaaenans XXX
SILPA/SIKPA ... XXX
PertbDahian SAL . ..ot eeeeereee e raeneneraananaas XXX

I. JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

1. Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku
Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN .........

MEMO JURNAL
Tahun Anggaran

Kode Perkiraan Deskripsi Perkiraan Jumlah Debet | Jumlah Kredit
Keteran
Bukti : Nomor Tangg
1.
2.
3.
Dicatat Oleh : Disehujui : Auditor :
MEMO JURNAL Halaman 1 dari 1
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PEMERINTAH KABUPATEN .........
BUKU JURNAL

Pericde : 1 Januari s.d. 31 Desember 200X

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.20 Ctonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah
Unit Organisasi = 1.20.05 DPPKAD
Sub Unit Organisasi :1.20.05.02 DPPKAD (PPKD)
No TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

JUMLAH

Fungsi Akuntansi PPKD
ftanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah
posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-
posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku
jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang
digunakan adalah sebagai berikut:

26



PEMERINTAH KABUPATEN .........

BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2011
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Waijib
Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangk
Unit Organisasi :1.20.08 DPPKAD
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02 DPPKAD (PPKD)
Kode Rekening Buku Besar : 1.1.3
Nama Rekening Buku Besar : Pjutang
No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
JUMLAH

3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan
laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo atau
Daftar Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi
seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format
Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah
sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN .........
SALDO BUKU BESAR

per 31 Desember 2011
Urusan Pemerintakan 1.2 Yrusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Unit Organisasi P 1.20.08 DPPKAD
Sub Unit Organisasi 1 1.20.05.02 DPPKAD (PPKD)
KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

JUMLAH

J. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK PPKD. Jurnal dan
posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar
dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat
5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi,
yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRAJ;

Neraca;

Laporan Operasional (LO};

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

I

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK]}.

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan
adalah:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PPKD)

PPK PPKD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.
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b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat

dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
a. Membuat Neraca Saldo
PPK-PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi

neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

PPK-PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu

dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal

penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang

terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi danpenyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir
tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
PPK-PPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah
diotorisasi, PPK-PPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal
yang salah catat tersebut.

2) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir
periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa

manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan
pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun,
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C.

berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK PPKD akan membuat
bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna
Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK PPKD akan
mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar di
muka/Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan “Beban sewa” di
kredit pada buku jurnal.

Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX

Beban sewa XXX

Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK PPKD
melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi

neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaia.Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode
rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi PPKD juga membuat
jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip penutupan
ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi O (nol). Berikut
contoh jurnal penutup LRA:

Pendapatan-LRA XXX
Belanja XXX
Surplus/Defisit LRA XXX
Surplus/Defisit LRA XXX
SiLPA/SiKPA XXX
SiLPA/SiKPA XXX
Perubahan SAL XXX
1
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kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.
Berikut adalah format LRA PPKD :
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€.

Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi PPKD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen
Laporan Operasional (kode rekening yang berawalan 8 dan 9} untuk
kemudian membuat Laporan Operasional.

33



PEMERINTAH KOTA _...... .

[Dalam Ruptah}

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
Urusar! O Urusan Wajib
Reaaggintzhan t1.20 Otonomi Daerah, Pemerifitahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Demerighahassi i 1.20.05 DPPKAD

Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02  pprrAD (PPKD)

No URAIAN Saldo 20X |Saldo20X0 | Kenaikan/ | (%)
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
1 |PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XX X0t 0K 00!
4 Pendapaten Hasil Pengelolaan Kekayzan Daerah yang Dipisahkan 00 XK X 00X
5 Pendapatan Asi Daergh Lainnya 500 000 XXX sl
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah X000 0 X K
7
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
10 Dana Bagi Hasil Pgjak 0 30K 0 000
i Dzna Bagi Hasil Sumber Daya Alam X 00 00t 0K
12 Diana Abkasi Limum 0ok XK o XXX
13 Dana Abkasi Khusus 000 3000 300K X0
14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan XX [+ 000 [ o0t |
15
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
7 Dana Dtonomi Khusus 000 X X000 XXX
18 Dana Penyesuaian 000 s d %00 X
19 Jumilah Pendapatan Transfer Lainnya 300X o 00K 000
20 Jumlah Pendapatan Transfer 0% 000 0K 30
21
22 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
x| Pendapatan Hibah 0N XK X 00
24 Pendapatan Lainnya XXX X 0 X0
2% Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26} 000 X000 300( 00
26 JUMLAH PENDAPATAN XXX 000 X X000
27
28 |BEBAN
29 Bebar Subsidi 0% 000 XXX XX
0 Beban Hibah oo 000 00 3000
kil Beban Bantuan Sosial 000 00 x0x0 2000
32 Beban Transfer 3000 08 fod 3000
33 Beban Lain-{ain X0 e 0 XX
34 JUMLAH BEBAN (31 sid 42) 00 X000 3000 000
3B SURPLUSIDEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL 000 X0 00 X0
3B
37 |SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
38 |  SURPLUS NON OPERASIONAL
3 Surplus Penjualen Aset Nonlancar XXX 0 X 000
40 Surplis Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang o X0 XK X0
4 Surplus Non Operasionat Lainnya peed 300 feed et
42 JUMLAH SURPLUS NON CPERASIONAL XK XXX X X0
43 DEFISIT NON OPERASIONAL
4 Defisit Penjualan Aset Neniancar X000 0 X0 00X
45 Defisit Penyelesaian Kewsjiban Jangka Penjang 0% 000 e X
46 Defisit Non Operasional Lainnya 300 000 oo 00
47 JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL X0 000 XK X
48
49 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON CPERASIONAL X 00K XXX 0
50
&1 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA X000 XX X0
82
53 |POS LUAR BIASA 000 ot 000 o
54 Pendapatan Luar Biasa 2000 poed 00X 30K
55 Pendapstan Luar Biasa 000 o v 30K
56 Jumiah Pendapatan Luar Biasa 000 00 000 3000
57 Beban Luar Bigsa 000 X besd bosd
58 Beban Luar Biasa 00 0 XX 000
59 Jumlah Bekan Luar Biasa feed XXX et 0x
6D POS LUAR BIASA 0K 2000 K 000
6% 3000 200 3000 30X
62 SURPLUS/DEFISIT-LO 00 X000 X0 00
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Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi PPKD juga membuat
jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan
ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut contoh
jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO XXX
Beban XXX
Surplus/Defisit LO XXX

Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir
Selanjutnya, Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan
Operasional (LOj yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan
Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
PPKD.

PEMERINTAH KAB. .........
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
{Dalam Rupiah)
Urusan Pemerintahan k1 Urusar Wajib
Bidang Pemerintahan H 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Unit Organisasi : 1.20.05 DPPKAD
Sub Unit Organisasi 1.20.05.02 DPPKAD (PPKD)
NO URAIAN 2041 20X0
1 |EKUITAS AWAL KAX XEX
2 {SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3 {DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANKESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKS! NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
& LAIN-LAIN XHX XXX
7 |EKUITAS AKHIR XXX XKX

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal
penutup akhir :

Surplus/Defisit LO XXX

Ekuitas XXX
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Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir, Neraca Saldo Akhir ini akan

menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.
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NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN ..
Per 31 December 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
Urusan $11.20 Urusan Wajib Otoromi Daerah, Pemerintahan Umum, Admink i Keuargan Daerah, Peranglat Daersh,
Unit Organisasi 11.20.05 DPPIAD " e
Sub Unit :1.20,05.02 DPPKAD {PPKD)
| URAIAN 2031 . 200
ASET
ASET LANCAR
Kas Di Bendahara Penerimaan 00K X000
Kas Di Bandahara Pengeluaran htired X0
Kas Di Badan Layanan Umum: Dastah prevyd 20000
Investasi Jangka Pendek X0 FOO0KK
Fiuteng Pajak X000 30000
Piutang Retribusi K0OK 300000
Piutang Dana Bagi Hasil 000X 00K
Piuang Dana Alokasi Umum X000 X000
Piutang Dana Alokasi Khusus OOK 0000
Penyisihan Plutang prveed 000K
Bagian Lanear Pinjaman kepada Perusshaan Negara OO0 WO
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah X000 poeeed
Bagian Lancar Finjaman kepada Pernerintah Pusat 200000 20000(
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 300000 pivid
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 00X X000
Bagizn lancar Tuntutsn Gang Rugi prvesd X000
Piutang Laindain JC00K 3000
JUMLAH ASET LANCAR 20000 00K
INVESTAS] JANGKA PANIANG
Investasi Non Permanen
Pinjaman Kepada Perusahaar Negara O X000
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah SO Lt
Finjaman Kepada Perusahaan Daerah Lamnya OGO heried
Investasi Dalam Surat Utang Negara K00 hieted
Investasi Non Permanen Lainnya 2000 0000
JUMLAH Investasi Non Permanen 30006 306066
Investasi Permanen:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XU 300000
Peryertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan 00K X000
Penyertaan Modal Peruszhazn Fatungan 00X 30000(
Invertas Permanen Lannya 30000( 000K
JUMLAH Investasi Parmanen 396606 006t
JUMLAH INVESTAST JAKGKA PANIANG 9060¢ 30880¢
DANA CADANGAN
Dana Cadangan X0 X000
JUMLAH DANA CADANGAN H000¢ i
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang KK X000
Kemitrasn Dengan Fihak Ketiga 30000 jeeed
Aset Tidak Berwujud XK X00C(
Aset Lain-lain X0 X000(
JUMLAH ASET LAINNYA 3000 30000(
JUMLAH ASET 00000 30000¢
KEWAJIBAM
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fhak Ketiga (PR() herved X000
Utang Bunga 000 300000
Bagian Lancar Uteng Jangka Fanjang JO00K frited
Pendapatan Diterima Dimuka pave s 000K
Utang Jangka Pendek Lainnya 20000( 20000
R/K Pusat 000X 30000
JUMLAH KEWATIBAN JANGKA PENDEK o008t it
KEWAIIBAK JANGKA PANJANG
Utang Dalant Nageri-Sektor Parbankan 000X X000
Umang Dalar Negeri-Dbligasi X0 00K
Litang Pemerintah Pusat 00 X000
Utang Pemerintah Provinsi X000 X000
Uming Pemerintah Kabypaten/kota K00 000K
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan prived 00K
TUMLAH KEWAXBAN JANGKA PANIANG ¥00( 30006t
JUMLAH KEWAJIBAN 300000 00000
EXUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lsbih Pambiayasn Anggaran (SILPA) X000 XXX
Cadangan Untuk Piuang 30000 XXX
Cadangan Untuk Persediaan X0 X0
Pana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang hetd WO
Pendapatan yang Ditangguhkan X0 OO,
JUMLAH EXUTTAS DANA LANCAR X000 10006
EKUITAS DAMA INVESTASI
Diinvestasikan Daiam Investasi Jangka Panjang 0000 100K
Diinvestasikan Dafam Aset Tetap 20000 000K
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Tarmasuk Dana 20000 Y00
Dara yang Harus Disediakan Untuk Perbayaran Utang 0000 Y00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTAST ¥0000¢ Y000
EKUTTAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan KOO0 X000
JUMLAH EXUITAS DANA CADANGAN fiiiid 10065
JUMLAH EKUETAS DAHA 300000 300000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS b i 39666
DEHK



h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;
Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan
Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Babl Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
PPKD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
PPKD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan PPKD

Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan PPKD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan

Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD
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3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban

3 | Belanja

3.1.
3.1.4 | Aset
3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 | Ekuitas

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis
akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
rmenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

Bab V | Penutup

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan
sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan PPKD sebagai
alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang
milik daerah. Laporan Keuangan PPKD merupakan tanggung jawab
pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan
keuangan PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya
telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah

sebagai berikut:
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA PPKD
DINAS /BADAN..........

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan  ............ Tahun
Anggaran.............. sebagaimana terlampir adalah merupakan

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara

layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

K.PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH
DAERAH

1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,
atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses
konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang
terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas
akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam

penyusunan laporan keuangan.
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Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

a.

o

e ™ 2 A0

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Neraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK]}.

2. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

a. PPK PPKD
b. PPKD

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas
akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan PPKD,
Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan keuangan entitas
akuntansi yang digabungkan adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA};

b. Neraca;

¢. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan

tersebut diata hasil penggabungan. Format laporan keuangan setelah
penggabungan :
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 Format Laparan Reatieasi 'Ariégét'fari. ]"j SR U

PEMERINTAH KABUPATEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah}
Anggaran | Realisasi o Realisasi
No. URAIAN 20x¢1 | 200 | | 2000

1 |BE AN B L
2 | PENDAFATAN ASLIDAERAH ) . TR I

3 -'Pendapatan Pajak Daerah 000 o XX pevd

4 Pandapatan Retribusi Daerah XXX XK xx K

& -~ Pendapatan Has_ll Pe_ngelnlaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan o R b S -
8 Lain-iain PAD yal 00 00K xx 000
7 T T Jumlah Pendapman Asii Daerah {(351d 6) AKX W00 ® X0

8 L . L . P

g PENDAFATAN TRANSFER . C L .

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN =~ . . o R I
4 " :Dana Bagij Hasil Pajak . Lo Xex © x00
Az’ " ‘Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam KKK XX XX X0

13 " ‘Dana Alokasi Umum, | Lo b e LXK XXX
RESE ‘Dana Alokasi Khusus’ XXX 00 L3 XK

187 _-Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan {13 sid 12} XKAX 0L XX XXXK

16 .

17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA . .
AR ‘Dana Qtonomi Khusus XXX 0 xx X

19 _Dana Penyesuaian 200¢ XXX XX 200

20 ) -Jumiah Pendapatan Transfér Lamnya (18 sid 19) XHRX XXX o 00K

21 “Total Pendapatan Transfer {15+ 20} et KK %X XXXX

22 :

23 ‘LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH o . .

24 Pendapatan Hibah XXX 00 3% XXX

29 ‘Pendapatan Dana Darurat oed XXX xx 3000

26 Pendapatan Lamnya X XXX, 0 2000

27 umiah Pendapatan Lain-lain yang Sah {24 sid 26) AKX 00K XX XxX

28 L JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 27} ~ XX XXX XX XXX

29'|B MNJA . . .

30 BELANJA OPERASI . .

k]| Belanja Pegawai LR X XX o

32 ‘Belarija Barang XX 0ot xx XXX

3B ‘Bunga . XXX XXX oo e

34  ‘Subsidi XXX XXX . XK XX
35 ‘Hibah, R 00 o 0
36 Elantuan Sosial 00 000 XX XXX

37 . _J|._|m_lah Belanja Opemsn (31 sid 36} KXAX XX XK XXX

39 | BELANJA MODAL o o o ‘

40 | Tanah = . . .. XXX 00X . xx o

41 lanja Peralatan dan Mesin Xk 0 LR o

42 elanja Gedung dan Bangunan o 00 Xx X

43 Belanja Jalan, Iigasi dan Jaringan XXX XXX FH 300

44 . 'Belanja Aaeﬁe_tap_l._a_lnnya XK XXX oxx XXX
45 . -Belanja AsetLaicny2 XX Py XX 00

46 :~ umfah Belanja Modal {40 sid 45) XXXK XXXX XX XXHX

47

48 BELANJA TAK TERDUGA o R o i

45 . Belanja Tak Terduga 0 0K XX X0

50 Jumiah Belanja Tak Terduga (49 sfd 49) X0 AKX %X XXX

51 Jumlah Belanja (37 + 46+ 50) fred XK X% MXKX

52

53 TRANSFER" . ] e

54 | TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA - : )

55 | ‘Bagi Hasil Pajak ke Kabupatenfkota e 000 0o o XKX
55 |. _Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/kota R LoXxx XK oo pav

57 Bagl Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupatenikota XXX XKX XX XXX

58 ~Jumlah Transfer Bagi Hasll Pendapatan ke KabJKota (55 sfd 57) XXX XXX ¥x XXXX

59 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + SB} XXX XXNX XX 000X

60

g; SURPLUS/DEFISIT (28 - 59) XXX Feed fevd XXX

83 |PEMBIAYAAN

b : . o . e L -

85, FENERiMAAN PEMBIAYAAN o ’ o

66 Penggunaan SILPA 0 00K 3 o

67 | .Pencairan DanaCadangan. = . - 00 0oL,

88 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan =~ e x| e

89’ Pinjaman Dalam Negeri - Pemerinizh Pusat =~~~ 00 ] 0

70, ‘Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya = wot | wex | e D x
| 71, Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank ) 000 T T [ el T

72 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank ~ ~ ~ ~ L T " S~ I Yo
| 73 Pinjaman Dalam Negeri - Cbligast =~ 777 0 77 o oo | wx

74 " Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya L0 T | XX o

75| .. . Penetimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - 00 oox Do %0t

76 " Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah . >3 T b o o
77 _Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemenntah ‘Daerah Lamnya e 000 e g

78 ) Jum!ah Penerimaan (86 s 7T o WX 00K XX P

79

80 PENGELUARAN PEMBIAYAAN . .

81 ‘Pembentukan Dana Cadangan X% 000 T K%K
88 . 'Penyer=zan Madal Pemerintak Daerah XX X000 xx XK
82 Pernbayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerf - Pemerintah Pusat "o 0K ¢ X008
83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerzh Lainnya o 00 X XXX
84 . Pembayaran Fokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XX 00t xx oo
85 Pernbayaran Pokok Pinjaman Datam Negeri - Lembaga Kelangan Bukan Bank ~ 7 Tex oo T T XXX
86 ‘Pembayaran Pokok Pinjaman Dafam Negeri - Obligasi oot "0t T oo
87 Pembayaran Pokok Finjaman Dalam Negeri - Lainnya XK 00¢ | xx xxx
89 . .'Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0oL XK XX XXX
Q0 ‘Peraberian Binjarman kepada Perusahaan Daerah . X XXX F'+3 300
a1 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX xx 000
a2 Jumlah Pengeluaran (81 sid 91) L o 00X XK XX XXX
gg i ) ‘PEMBIAYAAN NETO (78 - 92] S KKK XXXX XX XIHK
95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 +93) XXX XXX X% XXXX
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Formet Neraca Sebelum Eliminesi

PEMERINTAH KABUPATEN

PER31 DESEMBER 203(1 DAN 20)(0_
Ho. Ui Ll 200
A "RBET
2 e
o3 ‘ASETLANCAR o .
4 " Kas di Kas Oameh 000 o
5 ¢ Kas di Berdahara Pengeluaran oot e
[ " Kas d Bendahara Penerimaar, o oo
7 Investsi Jangka Pendek ot e
L Piutang Pajsk o0 oo
9 Pitang Retibsi LR o
T PemyistanFulng o L
L * BelanjaDbsyarDimum X .
12 VBagimLmermmkepada PousshaanMegrs .. . o
13 Bagian Lancar Pinjairtan kepada Penusshaan Caemh %0 00X
4 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pererintah Pusat o0 . RE
15 * " Bagian Lancar Firjaman kepata Pémerintzh Daersh Lamya R Bl
16 Bagia Lasear Tagihan Penjsalan Angswran LR |
7 Baglan lancar Tunhutan Gant Rugi o X
1B Flutmguimya 0% LR
15 Persediam 0% oo
-1 RACGHPD a0 00
2 Jumizh Asol Lancax (§ </ 19) 00t o0
7 .
23 |INVESTAS| JANGKA PANJANG
M - Imvesiasi Nonpermanen . . .o
25 Pingaman langka Panjang . oo o
il lmsusm:nsmumwem ) - oo
27 Investasi dofam Proyek Pembanguran LM oot
2% . Investasi Nonpermanen Leinmya X k0
28 Jurtiah Investas] Nmmmm tZSsle!) X . Yoo
o " invesizx Perranen } L L
o3 . PerymnmdalPemthmm ) L wx .=
32 Imvestasi Permanen Lainnyx 000 X
=0 Jumitah tnvestasi Permanen (3t <d 33 g 0K
34 . Jumlsh kwestes! Jangka Panfang (29 + 33) 000 00
2
¥ ASET TETAP
W Tmeh "ot ex
3. Pemhh':deesm X 2000
3 Gedmgdmsmg.uun 0w o
L] Jatzn, lrigasi, dan Jeringan’ oo 0ot
“ AsetTeigp Lo o e
7] Konstruksi dalam Pengetiaan 00 Lo
] Avumigasi fond). ey
@ Jdumiah Aset Tetap (37 sid 43) R ook
25 .
8 CpANAGADAGAN 0L T
@7 * Dara Caangan e ‘e
N Jumlah fara Cadungar {£7) "o oo
£ .
5 ASET LAINNYA
51 " Tagihae Perusian Angsiman 0 o
52 . Tuntutan Gark Rogi woox )
53 . Kemitraan dengan Pihzk Ketiga oo T
56 . AastTak Bewuipd oo 3
5% ; Asetbsinlsn ) ood R
&8 \umilah Aset Lalnnya (51 <(d 65) e -
57 ;
58 JUMLAH ASET (214 34+44+43456) " soact 30000
59 :
60 KEWAJIBAN
61 . o
82  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
6 + Uteng Perhizngan Pihak Kebiga (FFK), o e
64 : UmngBunga ‘Yoot Tox
8 [ . Bagan Lancar Utwg JangkaPanng na " xot
-] _Pendapaten Dierima Dimuka T o
87 : UtangBelaia o oo
58 : Utang Jangka Pendek Lainnya o 0
® R PPID 00 -
om o Jumiah Kewajiban Jangha Pandak (53 sid 68) o o0
] : e SR
72 -KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
73 l.lznnDalam Neger- Sekln'Palbmhn ) 3000 oot
L Utang Dakam Negeri- Chigasi e 0o
75 Premium (Diskonin) Obligast o o5
T8 mJathar;mgLamra m ) m
i  Jumizh Kewajban Jangka Panjang (73 sid 76} o ‘oot
T ~ JUMLAH KEWAJIBAN (T477) oo e
5 : . L
B0 | CEKUAS L
B EKUTAS ol x|
82 : JUNEAH KEWAJIBAR DAH EHINTAS DANA {(6+79) 0006 0001
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Gontoh Format Laperan Operasional

PEMERINYAH KABUPATEM wmw
"""""" ~ LAPORAN OPERASIONAL ‘
UNTUKTAH'JN YANG BERAKHIR SAMPA| DENGAN 31 DESEMBER 20%1 dan K0 o
o {Dalam Rypiah}
No URAIAN Saldo 20X1 Saido 20X0 Kenaikani | (%}
Penurunan
IKEGIATAN OPERASIONAL
" 1|PENDAPATAN
2\ PENDAPATAN ASLI DAERAH L S e e
3 PendapatanPajakDaera_h‘ L 00 00 XX KX
4 . Pendapaign Retribusi Daerah, e e R, Lo SR R
5 Pendapatan Hesil Pengeblaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan XK o oo el
6| ° ‘Pendapatan Ast Daersh Lainnya R e 0 X 00
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 3sid 6) X000 300C X000 XK.
8 .
9 ' PENDAPATAN TRANSFER |
"1(_)f . TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN o ) T
Dana Bagi Hasil Pajak 300X 0L XX XX
12| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam o | w0 we | oxx
A3 DenaAlokasiUnum e |owe | e o
14 . DanaAbkas Khusus ) B ) 00 X% o 00
. _‘J,;lm!ah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14 oo .04 o 0x
19 :
17l TRANSFER PEMERINTAH PUSATLAINNYA . | o o
18 Dana Ofonomi Knusus XXX s XX XX
19 Dana Penyesuaian XXX 0 00 %00
€0 Jumlah Pendapaian Tmnsfer Lainnya (1ssld 19) o 00X 300 00 e
A Jumlah PendapatanT!ansferVU“.i 20y 00 X000 300X XX
wo
73 LAINLAINPENDAPATAN YANG SAH R R o
il Pendapman Hlbah o 300 oot 000 00
25 Pendapatan DanaDarurat o R 00X 0oL
26 Pendapaten Lainnya X XK% XX X%
27 . -Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah {245/ 36) ox X0 e X0
24 JUMLAH PENDAPATAN F+21+27) X000 00 0% 3008
2
BEBAN ,
31| Beban Pegawai X "0 Do | oo
3 BebenPemediaan . ... ... ... 0o 1 o |
33 Beban Jasa ) T | |
34 BebenPemeiborsan O S T
35 -Beban Perjalanan Dinas XXX e XXX 0
36| Beban Bunga XKK % R . X000
37| Beban Subsidi 00¢ 000 oo 00t
38 Beban Hibah 300( 000 o0 1
Beban Bentuan Sosial o0 P Do o
Beban Penyusitan B I B S
Beban Transfer X0 0 oo L
BebanLam—Ian Coxxx oo 3o XK
" JUMLAH BEBAN (31 sid 42) XX o oK oo
‘SURPLUSIDEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28-43) Y0 000 X 1000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
_Surplus Penjualen Aset Nonlancar _ e oo "o oo
“Sumlus Penyeksaian Kewsjiban Jangka Panjang 0% oot "o [ oo
43  Defisit Penjualen Aset Nonlancar ) o 000 o o0
50| Defisit Penyelesaian Kewajlban Jangka Panjang ) XX 00K e xxx
51 . SurplusMefist dari Kegiatan Non OperasionalLainnya 00 00t 0 s
52 JUMLAM SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(AT sfd 51) 000 3000 0o | xxx
5 -SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (d4+ 52) 0 o0t 00 0
5
55POS LUAR EIA A 300 o0 000 X
Pendapatan Luar Bissa XX X T | owxx
‘Beban Luar Biasa 00K 00 0% Peed
. POs LUAR BIASA (56-57) put o ptied bt pred
: "SURPLUS/DEFISIT-LO (53 * 58) 300( P o oK
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Format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN .........
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS _
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

.No URAIAN | 20X1 2040
2 SURPLUSIDEFISIT o ] XXX - XXX
3 [DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLAKANKESALAHANMENDASAR: | -
4}  KOREKSINILAIPERSEDIAAN XXX | XX
5| SELISHREVALUASIASET TETAP _ - XXX | XXX
B LANLAN o x|
TEKUTASAKHIR R X

b. Melakukan Eliminasi
Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan
dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan
(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsoclidasikan (R/K PPKD), Kedua
akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut
merupakan gabungan rekening timbal balik (reciprocal account] atas
transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD
sehingga pada entitas pelaporan saldo akun tersebut bukan
merupakan hasil transaksi keuangan dengan pihak eksternal. Akun
akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah tidak menyajikan
hasil dari transaksi antar entitas akuntansi. Format Ilaporan

keuangan neraca gabungan setelah eliminasi:
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Format Neraca Sefelah Eliminast

PEMERINTAH KABUPATEN .

_ . NERACA S
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
o (Dalam Rupiah) — —
No. Urden O 2%0

1 ASET

3 ASET LANCAR L .
4 KaediKasDaerah XX R
5 'Kas di Bendahara Pengelueran 00 x|

§ | KasdBendahara Penerimaan o0 bl

7 frvestasi Jangka Pendek i o

8 Piutang Pajak L X

) Phutang Retribusi o0 o

0 Penyishan Piutang foog o]

L Belarja Bibayar Dismuka LK L

12 - Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahiaan Negara e R
3 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pesugahaan Daerah 000 e

(L) Bagian Lancar Pinjaman kepada Femerintah Pusat . 0% 0K

15 " Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya %0¢ o0

16 | . BagianlentarTaghen PesjyalanAngswah . L. o I

17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi X 00
18 Pitang Lainnya | ot o

18 Persedizan s 100t oowor

B . JumhhAsetlancar(dsidi®} o oo

il

2° 1 INVESTASI JANGKA PANJANG
B, Investasi Nonpermaren .

. . Pijaman Jangka Parjang o o o
'35 | inuestasi dalam Surat Utang Negara 00t 0

% Investasi dalam Proyek Pembangunan 200K 0
. Investasi Nonpermanen Lainnya 3000 000
i Jumlah Investasi Nonpermanen (24 sid 27} o K

il " kwestasi Permanen
L3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pee] 000
K Investasi Pormanen Lainnya oo o

a2 Jumlah Irlvestasu Pennamn (30 sid 31] ____________ ox oo
n Jurtah investasi Jangka Panjang (28+32) 000 oK

k-

3 | ASETTETAP .

3 cTamah | oo

L SergimiandanMesn 0 000

38 | . Gegungdan Bangunan o X

3 ] Jalan, kvigasi, dan Jaringan 0 oW

40 | hAsetTelaplainnya 00K 2000

# Kenstruksi defem Pengerjaan 00 Do

42 - Akumulasi Penyusutan oot (xxx)

2 JumlahAserTehp (38 sid 42) o 30

4
e | Comachoase T .

% Dana Cadangan 00 0%

a Jumlah Dana Gadangan (48} oo 0o

po -
N " ASET LNNNYA _________________________

50 Taghan Penjualan Angsuran e o
5 Tuntutan Ganti Rug) 00¢ 0%
52 | ' Kemitraan dengan Pihak Keliga 000 o

53 Aset Tak Berwnjud 0 o

54 | . Asetlainlain ) 0 oot

55 Jumlah Aset Lainnya {50s/d 54 o we

56

57 JUMLAH ASET (20+33+43#47+55) - oo 00X

58

50 | KEWAMNBAN
00

B | KEWAJBAN JANGKAPENDEK

62 Utang Perhitungan Phak Ketiga{PFK) " o T

61 .. Utang Bunga XK ou

64 Bagiar: Lancar Utang Jangka Panjang Coor o

85 Pendapatan Diterima Dimuka S X

66 Utang Belanja X000 fued

67 Vtang Jangka Pendek Lainnya 0o o

68 Jumlah Kewajinan Jangka Pendek (62 541 67) 000 o

b : . X
T KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

7 Ulang Dafam Nogeri- Sektor Porbankan oK o

7. Uteng Daiam Negeri - Obigast yoox 0o

7 Premims (Diskorto} Obligasi o e

74 Utang Jangka Panjang Lainnya 00 o

75 Jymiah Kewajlban Jangka Panjang (74 sid 74) 00 o

ki JUMLAH KEWAJIBAN (68+75) o0 "o

Hi

Fi: EXKUITAS

™| EKUITAS ox Cwor

80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+75} 000K 00K
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C.

Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah
daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi
pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan
Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih

" Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
' PEMERINTAH KABUPATEN.....

___________ LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 3_1 DESEMBER 20X1 DAN_ 2QXO

| . (Dalam Rupiah) |

NO URAIAN 20X1 20X0
1|Saldo Anggaran LebihAwal 7 S XX XXX
. 2|Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berilan | 0000 (00
3], Sublotal (1-2) e L 1o XXX
4|Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiL PA/SIKPA) S XXX XXX
5 Swlolel3+4 | A XX
 B|Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX
laindain - L e f TR XX
8| Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 +6 +7) XXX XXX!

d. Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur
dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga
jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus
Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi,
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut
merupakan contoh format Laporan Arus Kas. Forma Laporan Arus
Kas adalah sebagai berikut:
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FORMAT LAPCRAN ARUS KAS
FEMERINTAH KABUPATEN ..

LAPORAN ARUS KAS i
: Urls.kTamn Yarg Berakhr Sampai Dengan 31 Desember 2041 dan (20KD .

_{Dalam, anh) Mehde mesmu
1 as daxi | .
37| Krus Masuk ¥as o .
3 Pengrimaan Pajak Dasrah Lo ol
4 Penerimam Retrbusi Daarsh e .
5 F Hiesd Pengeol Daereh yang D . X xoc
[ ) 'Paﬂemnaleh—hnFADyug sd| . R o
7 “Pencimam Dana BagiHasiPejek N g Lo
8 " Pensrimaan Dérta Bagi Hasd Sumber Daya Alam o el
9 | ‘Penetimam Dana Alokasi Umum 0 X
10 ‘Penerimamn Dana Alokasi Khusus . 0ot o S
# " Peneiman Dana Conome ¥buss Lo 004

B " "Penerimaan Dand Penyesusian o X
13 _Perwnmam Hbzh RS 00
14 Penerimam: Dana Darurat X0 s
5 Penedmam Lannya el 00

1’ Penetimaan dari Pendapatan Luar Bizsa

oy Jumhhmuamnsouam _______ Ered XK
18 |Arus Neloar Kas
ig Pembayarn Pegawal 0 s
20 " Pambayaran Barng peed 00
21 ‘Pembayscan Bunga X L
2 ‘_Pembnyam'l Subsidi ) ot X
23 | Pembayaran Baben Hibah o X
] ‘Pembayaran Bebian Banfusn Seaial 00( X

o5 Pembayaran sk Terduga fod 3000
il _Pembayaran Bagi Hasi Pajak ke Kahxpa\mﬂmfa XX e
7 " Pembayaran Banl Hasd Retribusi ke Kabupaterkota o 0 R
i3 F Hexsd Pesdapatan Lannya ke Kabupatenkoln s COXX

w 'Pemhayumn Kejadlion Luse Biasa 0% XX

30 7 iSumiah Anrs Keluar Kas 419 sid 29} 00 0

3] © 7 Arus as Bersih dacl Aktivitzs Operast (17 - 36) X X

32 |Arus Kas darl Aktivitas kvastast B R

33" |Arus Masuk Kas L

3 Pencairan Dana Cacengm o S X0

%  Penjuaban ates Tansh o el
36 | .Penjusian aiea Peraiaian dar Mesin o0 owo

1) ‘Panjuian atzs Gedung dan Bangunan 000 00

38 | Penjudan atns Jaten, Irgasi dan Jaingan 000 0%

3 :Penjualan Aset Tetap Lainnys e O bt

40 1 Penjusln AsetLainnya 00 X
4 Has] Pm;.lmkekayamnurdxymg Dipisahkan R ~ o0 X

42 | [Penenmamn Penjuxan Investasi Non Fermanen 0 X000

B Julﬂhhl.nls!astﬁl(asﬁ#!ldﬂ] X0 X

“[Ares Kollnrl(a: o . . .
45 ‘Pambentkar Oana Cadangan o 300
46 Perciehan Tanah O LR

NI Pemiehm Perdmndeesn 0% 00¢

48 | -Pamiehan Gedung tanBangunan ~ o I X0

K. . _-Pe:vhhan Jaln, lrigasi dan .lmngm o o o
50 | " "Peroiehan AsetTetap Lainnya 300 ool

81| Peroktan AsetLainnya 000 X

52 “Panyertzan Modal Pemerintah Daerah he 00
= Pengetaran Pembekas ktvestasi Non Permanen o ox | 0
4| o Jumiah Arus Keluar Kas (15 ski53) o vy
55 ‘Arus Has Borsili dari Aktvitrs Ivestas| (Q 52 hesd 0
36 |Arus Has darl Aklivitas Pendanaan

57 |Arus Masuk Kas

58 Pinjaman Datam Negeri - Pemernhh Pasd 0 o
56" | ' ‘Pinjaman Gatam Negeri - Pemerintah Dagrah Lainma o 0ol
1] Fingaman Datsm Nege - Lembaga Keuangan Bank T 00t
61 "Pinjaman Dalam Negesi - Lembags Yeusngen Bukan Bank - X

82 | Pinjaman Dabnn Regeii - Qbligasi 006 3006
63 Pinjaman Dalam Negen - Larmya o Tl
84 | Penerimaan Kembai Pirjaman kepada Pesusaham Negara ’ i ) : Vo0t 3000
65 |  Penerimamn Kenbal Pifamen kepa Peasoaan Daemh S o e X0
-] Penetin:aan Kebali Pinjaman kapada Pemesiatah Daerah Lannya B o 30
87 -Jumlah Aers Masuld Kas {58 s/ 66) ’ X K
68 |Arus Maluar Kas '

(69 | Pembayamn Pokok Pinjaman Dalam Negesi - Pemesintah Pusat T ool T ooe
70 | Pembayamn Pakok Pinjsman Ceiam Negeri - Pemedirtah Dacroh Lainnya e 0
ki ‘Penbayaran Pakok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank ) 300 xot

it} :Pembayaran Pakok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank o ¢
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0 00
74 | :Pembayaran Pokok Piiamen Daam Negeri - Lainmya T 1000
N g ; Negmn e = SR
R i man kepaga Perusahaan Doerah o " 0of oo
A _Pemba Pinmnm&ewduPemmerDaerdl__ ITﬂI "o ol
78| T uamiah Arus Hekar Kas i9sid 77) 0% 73
74 7 Arus Kas Bersl darl Aktiitas Pandanaan {67 - 75) o0 ol
B0 [Arus Kas dart Aldivitas Trapshorts
81 [AvusMasuk Kas R
B2 Penemnxm Perm.ngm Fhak Kema (FFIQ . . : T oo "o

L - Jumizh Anes Wik K (12 S s X 00
84 ihrus Kahor Kas : o tr
B5 Pengeluzran Pertitungan Fhak Ketiga (PFK) ot 0K
BE ... umiah Arus Kelua Kas (85) 000 0K
LR lmsK::B-ihdaillﬁllhsTmrsﬂnﬂs(lB .36 000 ot
B : KenakaniPenunman as o T e 000 0K
88 | “ . SadoAwal Kasd BUD & Kas ci Bendahara Pogeluaran Y00 YHK
9% i .. BaldeAxhir as dBUD & Kas d Bendahara Pengeluaran (53s88) 000 O
9 | : Sakdo Ahir Kas ) Bandahara Penerimaan 00 W00
2 ) © [Saldo Ahir Kas {S0831) b O




e.

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di

dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

Bab I

Pendahuluan

i.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan
keuangan

1.3

Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan

Bab II

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD

2.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab I1I

Penjelesan pos-pos laporan keuangan

3.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan:

3.1.2 | Beban

3.1.3 | Belanja

3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 ! Ekuitas Dana

3.2

Pengungkapan atas pos-pos aset dan
kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang rnenggunakan basis akrual
pada Pemda.

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
Pemda

BabV

Penutup

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai

entitas pelaporan, pemerintah daerah

menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun




keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan
anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan
pemerintah daerah pemerintah daerah merupakan tanggung jawab
pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan
pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Format
Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
BUPATI .........

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerinta Kabupaten ......... Tahun Anggaran

........ sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Daerah
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II. SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD. Sistem Akuntansi SKPD meliputi:

Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA SKPD;

Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;

Akuntansi Piutang SKPD;

Akuntansi Persediaan SKPD;

Akuntansi Aset Tetap SKPD;

Akuntansi Aset Lainnya SKPD;

Akuntansi Kewajiban SKPD;

Akuntansi Ekuitas SKPD;

Akuntansi Koreksi Kesalahan,;

~mo®®BUOD P

Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca;

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;

cR =

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara
berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan
pertimbangan biaya dan manfaat dengan kondisi :

1. Nilai anggaran pada laporan realisasi anggaran diperoleh dari dokumen
anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas

maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu

akun “Perubahan SAL.”

A, AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk
mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari
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Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga,
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi,
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan
dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda
atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak,
pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan
hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan pendapatan dari angsuran/cicilan

penjualan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan

SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan
pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal
LRA dan Buku Jurnal L.O dan Neraca;

2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen
pendapatan yang belum diterima pembayarannya

3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen
pendapatan yang penerimaannya melewati periode diterbitkannya
dokumen pendapatan

c. Bendahara Penerimaan SKPD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam

buku kas penerimaan;

2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

d. BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga
52



ataupun melalui bendahara penerimaan.
e. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak

lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatarn.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan

Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

Surat Tanda Setoran (STS)

Bukti transfer/setor

Nota kredit bank

Bukti memorial

Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta Pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan

penerimaan kas (Pendapatan-LRA}; dan

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi

pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan atas pencatatan akuntansi untuk pendapatan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan

Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)

1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui

Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut,
Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP
tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan
penambahan kas di Bendahara Penerimaan. Berdasar TBP

tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk
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menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya
STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan
R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.

2} Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran
langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti
transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk
PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan
Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
dengan atau tanpa terbitnya dokumen penctapan. Pendapatan baik
dengan metode offical assesment ataupun self assesment diperlakukan
sama yaitu saat kas diterima.

a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaarn................ XXX
Pendapatan-LO..........cocecceuvievinniiinnnn. XXX

Perubahan SAL ....cceveeeeeveeaaaannn. XXX
Pendapatan-LRA.......cccoeeeeuenneee. XXX

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah,
dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
R/K PPED ocuvvniivirevneeenannns reeeeeeeenes XXX

Kas di Bendahara Penerimaamt............. XXX

b} Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah,maka dicatat -
dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD ....eevctniiiiiiiicneeiccvessinns XXX
Pendapatan-LO ..........ccccoviinvinnnes XXX

Perubaharn SAL ......c.ccovvueenenaenn. XXX
Pendapatan-LRA...............cccuennn. XXX
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b.1

b.2

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui

sebelum Penerimaan Kas

1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat
buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang
belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan
Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian

2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
pendapatan yang pendapatan-LO nya telah diakui di tahun
sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-
LO.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses

transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan

daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka

Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-

SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang

belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas

dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya

PiULANG.c..cciveeeivevinneerrssiirerrnncaaenans XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui
setelah Penerimaan Kas

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang
telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial.
Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun
barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas
kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan
penyesuaian scsuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah dacrah

dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.
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PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO
yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial

sebagai berikut:

Pendapatan-LO ........... XXX

Pendapatan Diterima Dimuka...... XXX

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat
penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka
(hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi

hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka...... XXX

Pendapatan-LO .........ccccceeennen. XXX

B. AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA SKPD

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas
beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual
sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor
64 Tahun 2013.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan,
dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/
vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi
sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan
dinas, dan beban murni akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait,

dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan
dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas
pegeluaran anggaran dan kewsajiban yang sudah timbul dari setiap
transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.
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b. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk
melakukan pembayaran.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti
pembayaran/dokumen sumber lainnya.

2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti
tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan
menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.

3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang
persediaan atau membuat SPP;

4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan
yang diterimanya,

5} Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran
seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK
SKPD.

d. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima  dokumen  pertanggungjawaban dari bendahara

pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.

2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan

membuatkan Memo Jurnal.

3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas sctiap transaksi

sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;

4] Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang

bersangkutan ke Buku Besar;

5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun

Laporan Keuangan.
e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari

Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan  dokumen bukti

pembayaran SP2D .
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2. Dokumen yang Terkait
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi

keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau

bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang

digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja

SKPD meliputi:

e Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan

e Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan

¢ Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

e Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran

e Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

¢ SP2D LS/GU/Nihil

e Dokumen Kontrak/Perjanjian

Dokumen lainnya

3. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai

berikut:

1) Melalui Uang Persediaan
Beban  dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat
pertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat
pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

2} Melalui Kas Daerah (LS)
Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi
pengakuan beban yaitu ;

1} Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun
Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara

penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta
masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat
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pengeluaran kas, pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran.

Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik

tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh

sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih

efisien apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan

pertimbangan:

a) Perbedaan waktu tidak signifikan
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya
dokumen penetapan) dan peneluarann kas tidak signifikan dan
masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya
maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih
efisien dibanding dengan periakuan akuntansi (accounting treatment)
dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama
Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari
tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah
dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah
diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas
atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan
utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah
dacrah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

¢} Karateristik belanja operasional
Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan safu
tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan
ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen

yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan
dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
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(1)

Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan
kepada PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai
berikut:

Panjar Kegiatan ........ccccvviiiimiiininnseincr e XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran..........ccoovveeeieennnnnes XXX

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar
kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan

jurnal sebagai berikut:

Uang MUK .....ooevniiininiiiiiicicrinetiersese e e XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran ...............cooeeeeees XXX
Panjar Kegiatan ........ccccccevvviiniiinnieiiiiienninieennene. XXX

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas
dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh

Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh
PPTK.

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan dijurnal sebagai berikut:

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa
dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara
Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:
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(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD).

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui

mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi

pengakuan Beban yaitu :

1)

2)

Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen
penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan
pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai
berikut:

Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari

pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum

menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai
berikut:
Beban dibayar dimuka......coccieiiiiiriniinnnnnnenenn. XXX
BEDAam - XXX
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C. AKUNTANSI PIUTANG SKPD

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang
di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan
melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih
adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang

mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai

berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi
yang yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.

b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:
e Surat Ketetapan Pajak Daerah
» Surat Ketetapan Retribusi Daerah
e Bukti Memorial

¢ Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

e. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya
Pada saat penyusunan Ilaporan keuangan,PPK-SKPD melakukan
inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum

diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar
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tersebut, PPK-SKPD mencatatan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang
sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal
penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan
keuéngan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum

diterima pembayarannya

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun

sebelumnya

Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo
pada periode akuntansi berikutnya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bulkti
memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian
Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan..........ccccevvvviivicieecaannnn.. XXX

Tagihan Pinjaman.......ccoccevveviiiciiciieieencennnen, XXX

. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang
(aging schedule)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas
jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut,
PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi
ditetapkan pada saat penyusunan laporan Keuangan, sesuai dengan
perkembangan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang..............c..covvvvevvnnnn... XXX

Penyisihan Piutang.........coeeeeeoiiieincincnncens. XXX
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h. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang
Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan
penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat
penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan
piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya

disisihkan
Penyisihan Piutang..........ccooccoicviiieiiiiiinininnneenes XXX
Beban Penyisihan Piutang.............cceeeieiieninnnnne. XXX
Plutang......ccoovviiioiiee XXX

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan Piutang...........ccooevveiciiiiiiinniniecnennnn. XXX

D. AKUNTANSI PERSEDIAAN SKPD

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada
SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang
terkait dengan Persediaan. Terdapat dua metode yang mempengaruhi

sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain
adalah :

a. Penyimpan Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas

untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
pengelolaan persediaan.
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b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran
bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis
kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban
pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan
keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi
persediaan vyang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan
keuangan SKPD.

2. Dokumen Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

Bukti Belanja Persediaan

Berita Acara Serah Terima Barang
Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun
SP2D LS

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:

a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

1) Pada awal tahun
Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban

Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal
pada neraca

Beban Persediaan......oovveeeeieniiannnnnn. XXX

Persediaan

2) Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ Invoice, PPK-SKPD akan

mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran
Beban Persediaan........c..ccooeovviiiininnnne.. XXX
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3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan

4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan
berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang.
PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan

pengurangan Beban Persediaan

Persediaan..... XXX

Beban Persediaan........ XXX

b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual
1) Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan
2} Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan

mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaan..... XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran....... XXX

3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan
Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan
mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan

Persediaan

Beban Persediaan..... XXX

Persediaan....... XXX

4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusurian laporan keuangan.
Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian —

Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

E. AKUNTANSI ASET TETAP SKPD

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap,
yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 butan, (3)
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biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan.

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain

adalah:

a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas pengelolaan aset tetap.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi asct tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan
bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang
dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau
bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang
digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

b. SP2D LS

¢c. SPJ

d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap

o

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset

L

Dokumen lain yang dipersamakan
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3. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan
prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.
a. Penambahan
1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk
pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan

mencatat dalam buku jurnal.

ASEE TOLAD . ceu ettt s e a e XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran...........c.coccevivennnnns XXX

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan

Belanja Modal........cc.oeveeiioviiiraeeriiirrieerecreneenee XXX
Perubahan SAL........coieeiiriiiiinieriericrrmnrenierscenssennreans XXX

2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar

penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga,
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.. oo XXX
R/K PPKD ...t e sr e s e e XXX
Belanja Modal.........ccovveiiiiiiiiniiiiriiveeean, XXX
Perubahan SAL..........ccoviiimiiiiiiir e XXX

3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara
serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

ASet Tetap.civiceiiiiiiiici it XXX

Pendapatan hibah....LO............cooeiiiiiiiiiiieann. XXX
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Pengurangan

1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat
Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap,
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

ASEL LAINIYA. cevuerrneeririmriernareirereraesaenerans XXX
Akumulasi Penyusutan........ceeeeieiieinereciinnnnes XXX
ASEE TELAP.ccucreiiiicit e XXX

2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklafikasi ke aset
lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam
buku Jurnal.

Defisit penghapusan aset lainnya.........ccooooiieciniin XXX

ASet Lailnya. .ceereieirininiiiiieiiii s eeaseare et eenneas XXX

3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat
perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan
penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa
awal tahun s.d bulan penjualan dan membukukan dalam buku
jurnal.

Beban Penyusutan........ccocveeviniiiiiiicniciinnnnns XXX

Akumulasi penyusufan.........coccooiiiiiiiiiiiieneieeees XXX

4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai

buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD

..................................................... XXX

Akumulasi penyusutan.........cc.ceeeeeviieiiennennnns XXX
ASEL Tetap. oiriiiiici i XXX
Surplus penjualan aset tetap...LO........coceinviinnnnnn... XXX
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4)

9)

6)

Pencatatai hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai

pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.......cooviiiicmiiiieincinneeaas XXX
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA..xxx

Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih Kecil dari nilai buku),
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD...ccveiienne P XXX
Akumulasi penyusutan....cccceeiiririiciiniioriniacinnene. XXX
Defisit penjualan aset tetap...LO ........cooovvveeninnin. XXX

ASEL TeLAPD . coeir ettt e XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai

pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....cco.coiiiiiiiiiiiiiiicinii s XXX
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA..xxx

Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai

aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk)......ccccviiiiriiiriiriaeeanns XXX
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar....... XXX

Aset Tetap (yang keluar)......cooooviieieiiiiiiiiiciniieeennn XXX

Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO..........c.c.co....... XXX

Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan
surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah
pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:
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7) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat

penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Konstruksi Dalam Pengerjaan......cooovviiireiinnneiainenn XXX

ASEL TEIAPD. .o i iiecvir i XXX

F. AKUNTANSI ASET LAINNYA SKPD

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas} bulan, yang

aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak-pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara

lain adalah:

a. Bendahara Penerimaan
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan
sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. PPK-SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan
fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut :
1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
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2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara

lain:

Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara
Penjualan/yang Dipersamakan

Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau
Dokumen yang Dipersamakan

Kontrak/Perjanjian— Sewa/yang Dipersamakan

Kontrak / Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan / dokumen yang
Dipersamakan

Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan
Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT& BAST/Dokumen yang
Dipersamakan

Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan

Surat Lisensi dan Frenchise/ljin dari pemegang Haki Hak Cipta,
Paten/Dokumen yang dipersamakan

Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

a. Pada saat pengakuan/penjualan

1) Tagihan Penjualan Angsuran
Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka
PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan

angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan
dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif :

Tagihan penjualan angsuran............cccceeeveunnean... XXX
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan... XXX

Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan - XXX
LO

Aset Tetap-Gedung dan Bangunan................. XXX
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Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan penjualan | XXX
ATESUTAN .. .eeereeerernnrrrrnaeesnaeannns XXX
Akumulasi Penyusutan Gedung
&Bangunan.........
Defisit Penjualan Aset Gedung & XXX
Bangunan -LO
Aset Tetap-Gedung dan XXX

2)

Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.
Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal
pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti RUZL «...ccevvvviiiiivieeee e nnen. XXX
Pendapatan TGR -LO.........ccooeeiinninnn.en. XXX

3)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga — Sewa
Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset

kerjasama/kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-..................... XXX

Aset Tetap-. .o, XXX

4)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan
Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset

kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-............... XXX

Aset Tetap/Aset Lain-Lain-............... XXX
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5)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah
dari Aset Tetap.

6)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan /dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai  dengan
kewgjiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah
daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. _

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik
Pemda dikerjasamakan

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke
Pemda dengan BAST

Bangun Serah Guna (BTO)-

Utang Jangka Panjang Lainnya............ XXX

7)

Aset Tidak Berwujud
Diakui Pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD

membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Aset Tidak Berwujud-.........cccoovveivnincneeenannn.. XXX
R/K PPKD
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8) Aset Lain-lain
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-
SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan

penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang

direklasifikasi.
Aset Lain-1ain...oocoeee e XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.................. XXX

Aset Tetap...ocoveveri i XXX

b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang
Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat
penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam
satu tahun ke depan.

Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - XXX

Tagihan penjualan angsuran................. XXX

Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -............ XXX

Tuntutan Ganti Rugi.......cocovevverenrennnnne. XXX

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD
akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan

akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset Lain-lain......ccocoveiviiiiiiiiicieii e XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.......ocevvennes XXX
ASCE Tetap.ccviviiiiiiiiiiiiiircie e iicre et naes XXX
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d. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal
penyesuaian:
Beban Penyusutan -.......oeiiiiiiin i XXX
Akumulasi/Aset KSO/BTO.......ccoveeeeiininn. XXX

. Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal
penyesuaian:
Beban Amortisasi -

..........................................

Akumulasi Amortisasi-

----------------------------

Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah
daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk
melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

Tanah - ..o XXX

Bangunan - e XXX
Bangun Guna Serah (BOT)........cccceevveneennns XXX
Pendapatan Lainnya- LO.........c.c.c.cocoueen XXX

.....................................................

..................................................
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G. AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD
adalah: '

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang
vang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan
bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan
memberikan dokumen pengadaan Lkepada PPK SKPD sebagai
tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo
ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Bendahara
Pengeluaran.

BUD

Bendahara  Pengeluaran  bertugas melakukan  pembayaran
kewajiban /utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo
ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di Kas
Daerah yang ada di BUD.

2. Dokumen Terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi

keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti

untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan

pada Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang
b. Tagihan dari Pihak III

C.

SP2D LS

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja

77



3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi

transaksi pembelian atau pengadéan barang, jasa dan aset tetap dengan
menahgguhkan pembayaranya walaupun barang atau aset tetap sudah
diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat
barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga sehingga
kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkuran apabila
dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat
dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan manggunakan uang
persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau
utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku
jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing buku besar

dan buku besar pembantu sesuai akun.

Ketika SKPD melakukan suatu t{ransaksi pembelian dengan
menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya
hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debit dan “Utang” pada sisi
kredit.

Beban XXX

Utang Beban XXX

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset tetap,
maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD adalah
“Aset Tetap” di debit dan “Utang” di kredit.

Aset Tetap... XXX

Utang... XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang” di debit dan “Kas di
Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakan UP/GU)
atau “R/K PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit.

Jurnal pembayaran utang melalui Bendahara Pengeluaran:
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Utang... XXX
Kas di Bendahara XXX

Pengeluaran

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

Utang... XXX
R/K PPKD XXX

H. AKUNTANSI EKUITAS SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait
Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi
kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan
sebagainya.
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD adalah:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi
ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti
memorial.
b. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap
beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi
ekuitas.
c. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang
yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi
ekuitas.
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan
prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan
dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan

pencatatan,
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2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti
untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan
pada Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi:
a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di
SKPD dilakukan seperti berikut ini:

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan
akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan
sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain:

1} Koreksi nilai persediaan

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

¢. Penutupan Akun Nominal

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah

menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-

akun nominal dengan tujuan:

1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO
dan beban.

2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas
untuk pencatatan periode berikutnya.

3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO.,

Pendapatan-LO XXX
Surplus/Defisit-LO XXX
Beban XXX
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Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir
Surplus/Defisit-LO XXX

Ekuitas XXX

a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya

1) Koreksi nilai persediaan

Ekuitas XXX

Persediaan XXX

2] Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap XXX

Ekuitas XXX

I. Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya
kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode
sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
Kesalahan perhitungan matematis,

Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
Kesalahan interpretasi fakta,

Kecurangan, atau

o R L

Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua
jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistermik serta kesalahan yang
tidak berulang.
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1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik
Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis
transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.
Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak
(WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP,
jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi
dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk
mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan
mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang
bersangkutan.
Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:
a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak ... -LO.....ccoiiiii, XXX
Kas di Kas Daerah ...coovecuiiiniiiiii i veeevie e XXX
Pendapatan Pajak ... -LRA ... eveees XXX
Perubahan SAL ..ottt eeearer e aareeanas XXX

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Kas di Kas Daeral. .ot et eaearaseranees XXX
Pendapatan Pajak ... -LO......cc.ooooiiiiiiiiiiieccen, XXX

Perubahamn SAL ...oveiiii i ceieerreree et eeee e e eaaearans XXX
Pendapatan Pajak ... -LRA..........cooviiviiniiii e XXX

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang
Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini
dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode
sebelumnya.
a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan
Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas
kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-
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LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun

Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya

dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan
ditemukan.
. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode

Sebelumnya

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

a)

b)

Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun
Pendapatan-LO atau akun Beban.

Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan
pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan

ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

a)

b)

Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas,
pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada

periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan
menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun
Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran XXX
Pendapatan Lainnya-LO .......ccccoevveevrvneeeevieennnn. XXX

Perubahan SAL ... ..cccooiiiiiiii e XXX
Pendapatan Lainnya-LRA............ccoeeuieucnvennen... XXX

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban
schingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan
mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada

akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA
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d)

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

| DATQE B A 1 T T XXX

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran .... xxx

SILPA/SIKPA ..ottt eas XXX
Perubahan SAL. ...ooeiiiiiiciiriirrereanitrananeees XXX

Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga
mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA
dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.. xxx
ERUILAS tuvvveriiianrnmaeii e icinre s e ceevs e XXX

Perubahan SAL ......cociiiiiiiinicniriinien XXX
SiLPA/SIKPA oo, XXX

Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga
mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-
LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan
pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

B RUITAS oo ettt v ereeese e e eansnen XXX

SILPA/SIKPA ..ot XXX
Perubahan SAL ... XXX

Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran

pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun

pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun

Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

(5) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan
posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Penerimaan

Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi

Kas.
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(7)

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan

pembayaran angsuran pokok pinjaman tzhun lalu dari

BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kasdi Kas Daerah ......ccccoviniveiincininninennnne. XXX
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD........... XXX

Perubahan SAL......ccccovvviiiciiiiiniinnracnnaene, XXX
SILPA/SIKPA ...t XXX

Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan
posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Penerimaan
Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi
Kas.

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan
dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ..xxx
Kasdi KasDaerah ....ccccovvivviiiiiiiiciicninennnn.. XXX

SILPA/SIKPA ..., XXX
Perubahan SAL.....ccoveeveiiiiiiiiiicnrenrneeeeeenes XXX

Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan
posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran
utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat,
akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL......coiiiiiiiiiae e, XXX
SiLPA/SIKPA ..o XXX

KasdiKas Daerah .....ccocooeveiiiniciiineeninnnen... XXX
Utang Pemerintah Pusat.............................. XXX
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(8) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan
posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan
sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka
panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum
dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat.........ccoceeeeinnn, XXX
Kasdi Kas Daerall.....oocvvviiirianeeriaiiniornnns XXX

SiLPA/SIKPA ...t XXX
Perubahan SAL....ocoieiiiiiciiirierenenaeeias XXX

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan
menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan

pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset
bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap.
Misainya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang
dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx
Tanah Kantor ..o, XXX

Perubahan SAL.........oes XXX
SILPA/SIKPA .o XXX

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap.

Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor
vang dibeli.

Peralatan Kantor. . o.coove i eeeeeeiveaeaneans XXX

Kas di Kas Daerah /Bendahara Pengeluaran xxx

SILPA/SIKPA ... XXX
Perubahan SAL.....cooiecieeee, XXX
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h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah
maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan
pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban
bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar

angsuran utang jangka panjang.

Kasdi Kas Daerah .....cocceiiiivinimeinvieicenncnnn, XXX
ULANE. e ieeeiiiieiiiiiieninrienesiesicettenesresssarsserisniasnens XXX
Perubaharn SAL....cioviiieiiiniiiieiieeneiiieraenans XXX
SILPA/SIKPA v ee e XXX

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar

angsuran utang jangka panjang.

L0 12 o - PN XXX
Kas di Kas Daerall cooivveieeieieiiceviieinricieennas XXX
SILPA/SIKPA ...t XXX
Perubahan SAL . ..o eieeeaaaaaan XXX
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J. AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

1. Definisi
Penyajian Kembali (restatement} adalah perlakuan akuntansi yang

dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian
kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali
akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula
basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.
Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya
belum mengikuti basis akrual penuh.Karena untuk penyusunan neraca
ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun
periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash
toward accrual}, Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan
kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan
piutang;

2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai
belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka
disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak
dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini
perlu disajikan kembali;

3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi
akumulasi penyusutan;

4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku
setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang
bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada
periode sebelumnya belum disajikan;

7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan

dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2. Tahapan Penyajian Kembali
Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

88



1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun
terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat
beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban
penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan
akumulasi amortisasi;

2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu
basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakan akuntansi berbasis akrual.

3. Jurnal Standar
Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah

sebagai berikut :

Penyajian EKUITAS

kembali PENYISIHAN PIUTANG .....

nilai wajar | (untuk mencatat koreksi penyajian

piutang kembali menambah akun
akumulasi penyisihan piutang tak
tertagih sebesar jumlah cadangan
piutang yang seharusnya
dicadangkan s/d tahun terakhir
sebelum pelaksanaan basis akrual)

Penyajian Beban Dibayar dimuka

kembali EKUITAS

nilai beban | {untuk mencatat koreksi penyajian

dibayar kembali menambah nilai beban

dimuka dibayar dimuka)

Penyajian EKUITAS

kembali Akumulasi penyusutan

nilai buku (untuk mencatat koreksi penyajian

aset tetap kembali menambah nilai
Akumulasi penyusutan)

89



Penyajian | EKUITAS XXX

kembali ‘Akumulasi Amortisasi XXX
nilai buku (untuk mencatat koreksi penyajian

aktiva tidak | kembali menambah nilai akumulasi

berwujud penyusutan)

Penyajian EKUITAS XXX

kembali Utang Bunga...... HEX
nilai utang .

bunga (untuk mencatat koreksi penyajian

kembali menambah nilai utang
bunga)

Penyajian EKUITAS XXX

kembali Pendapatan diterima dimuka XXX
nilai (untuk mencatat koreksi penyajian

pendapatan | kembali menambah nilai

diterima pendapatan diterima dimuka)

dimuka

Penyajian EKUITAS DANA XXX

kembali EKUITAS XXX
nilai (untuk mencatat koreksi penyajian

Ekuitas kembali reklasifikasi ekuitas)

K. JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

1. Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku
Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN .........
MEMO JURNAL

Tahun Anggaran

Nomor : ...
Tangga : ...
SKPD
Kode Perkiraan Deskripsi Perkiraan Jumlah Debet | Jumlah Kredit
Keteran
Bukti : Nomor Tangg
1
2.
’3.
Dicatat Oleh : Disetujui : Auditor :
MEMO JURNAL Halaman 1 dari 1
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PEMERINTAH KABUPATEN .........
BUKU JURNAL

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 200X

Urusan Pemerintahan : i Urusan Waijib
Bidang Pemerintahan 11.20 Ctonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Unit Organisasi :1.20.08 DPPKAD
Sub Unit Organisasi £ 1.20.05. 01 DPPKAD (SKPD))
No TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

JUMLAH

Fungsi Akuntansi PPKD
ftanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah
posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-posting atau
memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku
besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah
sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN .........

BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 .20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Unit Organisasi 1.20.05 BPPKAD
Sub Unit Organisasi 1 .20.05.01 DPPKAD (SKPD)
Kode Rekening Buku Besar 113
Nama Rekening Buku Besar Piutang
No, TANGGAL ‘ URAIAN DEBET KREDIT SALDO

JUMLAH
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3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan

laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo

Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode

rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo

atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN
SALDO BUKU BESAR

per 31 Desember 2011

Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

1 1.20.08 DPPKAD
: 1.20.05.01 DPPKAD (SKPD)

:1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemnerintahan Umuim, Administrasi Keuangan

KODE REKENING

URAIAN

DEBET

KREDIT

JUMLAH
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L. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.

1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan

melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD.

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan

menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,

terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

e.
f.

g.
h.

e
.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Neraca;

Laporan Operasional {LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan
adalah :

C.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.
Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk

dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

J-

Membuat Neraca Saldo
PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi

neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan
tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu
dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal

penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang

terdapat pada Kertas Kerja.
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Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

4) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

5) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

6) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir
tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

3} Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah
diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal
yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja
telepon dicatat pada beban/belanja listrik., Untuk melakukan
koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD menjurnal “Beban
telepon” di debit dan “Beban listrik” di kredit.

Beban telepon XXX

Beban listrik XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan
SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debit dan “Belanja
listrik” di kredit.

Belanja telepon XXX

Belanja listrik XXX

4) Pengakuan Persediaan
Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir periode
sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan
dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui
sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara stock

opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan menjurnal
95



“persediaan sesuai jenisnya” di debit dan “Beban Persediaan” di

kredit sebesar persediaan yang ada di akhir periode.

Persediaan XXX

Beban Persediaan XXX

5) Jurnal Penyusutan
Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun akan
membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran untuk mengakui penyusutan atas aset tetap
yang dimiliki. PPK-SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap
dengan menjurnal “Beban Penyusutan” di debit dan “Akumulasi

penyusutan” di kredit di jurnal umum.

Beban penyusutan XXX

Akumulasi Penyusutan XXX

6) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir
periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa
manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan
pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun,
berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan membuat
bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna
Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan
mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar di
muka/Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan “Beban sewa” di
kredit pada buku jurnal.

Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX

Beban sewg XXX

Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD
melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi

neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.
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m. Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode akun
yang berawalan 4, 5, dan 6} dan kemudian membuat “Laporan
Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga
melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi O {(nol).
Berikut contoh jurnal penutup LRA:

Pendapatan-LRA XXX
Belanja XXX
Surplus/Defisit LRA XXX
Surplus/Defisit LRA XXX
SiLPA/SiKPA XXX
SiLPA/SiKPA XXX
Perubahan SAL : XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.
Berikut adalah format LRA SKPD :
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PEMERINTAH KABUPATEN ........-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3t DESEMBER 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan  : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan @ 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepeqgawaian dan Persandian
Unit Organisasi 11.20.03 DPPKAD
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 DPPKAD (SKPD)
u:?h URATAN ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG)
1 PENDAPATAN pevieeed 00000 0000
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH OO0 300000 HK000000
1.1. Pendapatan Pajak Daerah XOOO00K OO0 SOLOO0X
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 00000 KOO KOO0
1.1.3 Pendapztan Hasil Pengelclaan Kekayaan Daerah Yang YO0 000K OO0
Dipisahlan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah WO prearid X000
2 BELANJA KOOOKX KOGOX 100000,
2.1 BELANJA OPERAS] 200000 2000004 20000000
2.1.1 Belanja Pegawai OOEH X000 presi i
2.1.2 Belanja Barang FOOOKX IO OO
2.2 BELANJA MODAL X000, 200000 2000000
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin YOO00CK MO0 HOOOOOCK
2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 2000000 peeetid precived
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 000 KOO0 KOO0
SURPLUS / (DEFISIT) FOOOGON XOOOCK KOO0
KEPALA SKPD KAB. .........
{NAMA LENGKAP)

NIP.IOOGOO XG0 K 300K

n. Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen
Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 9) untuk
kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat
jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan
ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi O.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut contoh
jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO XXX
Beban XX
Surplus/Defisit LO XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN ........

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHLN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan  © 1.20 Urusan Waiib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,
Unit Organisasi :1.20.05  DPPKAD
Sub Unit Organisasi . 1.20.05.01 DPPKAD {SKPD}
No URAIAN 201 20X0 | Kenaikan/ (%)
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
1 |PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 0 XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah 0 XXX Fed s X
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan peed X X0 XX
6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya XXX X XKx XK
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah{ 3 s/d 6) KX 0 X0 X
8 JUMLAH PENDAPATAN 00 potd XX XXX
9 |BEBAN
1C Beban Pegawat KK 00K 30X XX
" Beban Persediaan XX 00 peed oo
12 Beban Jasa WK oot 0K o
13 Beban Pemeliharaan o d XXX fetd XXX
14 Beban Perjalanan Dinas YK XX XX berd
15 Beban Penyusutan 004 XXX XK XK
18 Beban Lainain L X 0K Y patd
17 JUMLAH BEBAN K 000 0 00
18 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL X XXX XXX XXX
19 SURPLUS/DEFISIT-LO [ o 10 o X

0. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari

Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.
Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD.

Laporan
Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan
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PEMERINTAH KABUPATEN ........

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Urusan Pemerintahan :1.20 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan
Unit Organisasi :1..20.05 : DPPKAD

Sub Unit Organisasi  :1.20.05.01 : DPPKAD (SKPD)

NO URAIAN 20X1 2050
1 EKUITAS AWAL XXX XKX
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3 [DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANKESAL AHAN MENDASAR:

4 KOREKS! NILAl PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN XXX XXX
7 EKUITAS AKHIR XXX XXX

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup

akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal
penutup akhir

Surplus/Defisit-LO XXX

Ekuitas XXX

Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir)
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD

membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan

menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN .......

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 BAN 20X0
Urusan Pemerintahan : 120 - Urusan Wajth Otonomi Dasrah, Administrasl Keuangan
Unit Organisast 112005 :DPPKAD
Sub Unkt Omganisasl  :120,05.01 : DPPICAD - SKFD
(Dalam Rupiah}
Ne. Urglan 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Bendahara Pengeluaran 0K XL
5 Kas di Bendahera Penerimaan poud 000
[ Investasi Jangka Pendek 0 XK
7 Fiutang Pajak XX 00
B Piutang Retribusi 300X 0
9 Penyishan Piutang {oxx) ooy
10 Beiznja Dibayar Dimuka 000 KK
1" Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 300K 0%
12 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi XK 000
13 Piutang Lainnya 0 100
14 Parsediaan XXX peed
15 Jumiah Aset Lancar 00X 000
16
17 ASET TETAP
18 Tanah 000 fesd
19 Peraktan dan Mesin e 00X
28 Gedung dan Bangunan 0K 000
21 Jatan, Irigasi, dan Jaringan 00X 300
n Aset Tetap Lainnya XXX %0
23 Konstruksi dalam Pengerjaan X0 XXX
24 Akumulasi Penyusutan (o) {oody
il Jumlah Aset Tetap A 00K
2% ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran 3000 0%
28 Turtutan Ganti Rugi XXX 00X
29 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3064 XXX
30 Aset Tak Berwujud XXX o
3t Aset Lain-Lain b X000
32 Jumilah Aset Lainnya 0% 00t
3 JUMLAH ASET 3000 Y00
3
k5] KEWAJIBAN
36
i KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
38 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 00( XXX
39 Pendapatan Diterima Dimuka 000 Xxx
40 Utang Belanja XX et
41 Utang Jangka Pendak Lainnya XXX 3000
R/K PPKD 0 00
42 Jumiah Kewajiban Jangka Pendek s 00
43
44 KEWAHBAN JANGKA PANJANG
45 Ulang Dalam Negeri - Seklor Perbankan W0 X000
46 Utang Galam Negeri - Cbigasi 00 000
47 Premium {Diskonto) Obligasi X poed
48 Utang Jangka Panjang Lainnya 000 XXX
49 Jumiah Kewajiban Jangka Panjang 00X eed
50 JUMLAH KEWAJIBAN 00 200K
51
52 EKUITAS
53 EKUITAS 00 ok
54 RIK PPKD
55 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+78) 000 000¢

q. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
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Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

1)

2)

3)

4)

6)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi; _
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
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SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab 1l | Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum  penyusunan laporan
keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan SKPD

Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja
keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
111

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 i Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 | Ekuitas

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan
kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang rnenggunakan basis akrual
pada Pemda.

Bab Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
IV Pemda

Bab V | Penutup

r. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab
Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistem
akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat
akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik
daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab
pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan
keuangan SKPD kepada PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah

disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai,
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dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah
sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Dinas/Badan /Kantor............ Tahun
Anggaran.............. sebagaimana terlampir adalah merupakan

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi ,

-------------------------

zE THUS SUSMONO
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